Pertanggungjawaban Pidana Komandan Bawah Kendali Operasi Terhadap Prajurit Tentara Nasional
Indonesia Yang Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
SAMUEL SANGAP H, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Abidin, Andi Zainal, 2007, Hukum Pidana , Sinar Grafika, Jakarta.
Ali, Zainuddin, 2013, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta

Amrani, Hanafi & Ali, Mahrus, 2015, Sistem Pertanggungjawaban pidana,
Rajawali Pers, Jakarta.

Anderson, Benedict, 1988, Revolusi Pemoeda Pendudukan Jepang dan
Perlawanan di Jawa 1944-1946, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Bachtiar,Harsya, 1988, Siapa Dia?Perwira Tinggi Tentara Nasional
Indonesia Angkatan Darat, Djambatan, Jakarta.

Balouziyech, John , 2005, Principles of International Law, Vandeplas
Publishing, Lake Mary.

Diantha, | Made Pasak ,2016,Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam
Justifikasi Teori Hukum,Kencana.

Gultom, Binsar, 2010, Pelanggaran HAM dalam Hukum Keadaan Darurat
Mengapa Pengadilan Ham Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif ?,
PT.Gramedia, Jakarta.

Gutman, Roy, dan Rief, David, 1999, Crimes of War : What the Public
Should Know, WW Norton Company, New York.

Hiariej, Eddy O.S., 2010, Pengadilan atas Beberapa Kejahatan Serius
terhadap HAM, Penerbit Erlangga, Jakarta.

------------------------ ., 2014, Prinsip-Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma
Pustaka, Yogyakarta.

Human Rights Watch, 2007, Saripati Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat
dalam Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda, ELSAM, Jakarta

Human Rights Watch, 2007, Saripati Kasus-Kasus Pelanggaran HAM Berat

dalam Pengadilan Pidana Internasional untuk Bekas Negara Yugoslavia,
ELSAM, Jakarta.

K.M Smith, Rhona, dkk, 2015, ” Hukum Hak Asasi Manusia”, Pusat Studi
Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

112



Pertanggungjawaban Pidana Komandan Bawah Kendali Operasi Terhadap Prajurit Tentara Nasional
Indonesia Yang Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
SAMUEL SANGAP H, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Karim, Muhamad Rusli, 1981, Peranan Abri dalam Politik, Balai Pustaka,
Jakarta.

Kerlinger, Fred N, 1990, Asas-Asas Penelitian Behavorial Edisi Ketiga,
Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2006, “Pedoman Unsur-Unsur

Tindak Pidana Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Dan
Pertanggungjawaban Pidana Komandan”, Mahkamah Agung Republik
Indonesia, Jakarta.

Marzuki, Peter Mahmud , 2005, Penelitian Hukum, Prenamedia Group,
Jakarta.

Marzuki, Suparman, 2011, Tragedi Politik Hukum HAM, Pustaka Pelajar,
Yogyakarta.

Marzuki, Suparman, 2017, Hukum Hak Asasi Manusia, Pusham UII,
Yogyakarta

Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Rover, C.D, 2000 To Serve & Protect Acuan Universal Penegakan HAM, PT.
Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Rusianto,Agus, 2016, Tindak Pidana dan Pertanggunjawaban Pidana,
Prenadamedia Group, Jakarta

Soekanto,Soerjono, 1983, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan
Singkat, Rajawali Press, Jakarta.

---------------------- , 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Ul Press, Jakarta.

Sujatmiko, Andre, 2005, “Tanggung Jawab Negara Atas Pelanggaran berat
HAM : Indonesia, Timor Leste, dan Lainnya”, Grasindo, Jakarta

Suprapto, Eny, 2017, Kumpulan Tulisan Eny Suprapto Tentang Perlunya
Perubahan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan
Hak Asasi Manusia 2004-2017, PUSHAM UlI, Yogyakarta

Steiner, Henry J, dan Alston, Phillip ,2000, International Human Rights in
Context :Law,Morals, Oxford University Press, New York.

Sunggono, Bambang., dan Harianto,Aries., 1994, Bantuan Hukum dan Hak
Asasi Manusia, C.V Mandar Maju, Bandung.



Pertanggungjawaban Pidana Komandan Bawah Kendali Operasi Terhadap Prajurit Tentara Nasional
Indonesia Yang Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
SAMUEL SANGAP H, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

UIf Sundhaussen, 1988, Politik Militer Indonesia 1945-1967, LP3ES, Jakarta.

Utrecht, E., 1994, Rangkaian Seri Kuliah Hukum Pidana I, Pustaka Tinta
Mas, Surabaya..

Wignjosoebroto, Sutanto, dkk, 2012, Menuju Keadilan Global : Pengertian,
Mandat dan Pentingnya Statuta Roma, Serpico Printing, Jakarta.

B. Karya limiah dan Internet

“Contoh Kasus Pelanggaran HAM berat di Indonesia”,
http://www.bhataramedia.com/forum/contoh-kasus-pelanggaran-ham -
berat di-indonesia, diakses_pada tanggal 4 Maret 2018

“Daftar Istilah”,
https://www.kontras.org/buku/daftar%?20istilah%20priok.pdf, diakses
pada 5 April 2018

ELSAM, “Konstruksi Pertanggungjawaban Komando”,
https://lama.elsam.or.id/downloads/750617 05. ProgRep 5_Konstruksi
Pembuktian_Tanggungjawab_Komando.pdf , diakses pada 5 April 2018

Fines Fatimah & Barda Nawawi Arief, “Pertanggungjawaban Pengganti
(Vicarious Liability) Dalam Kebijakan Formulasi Hukum Pidana di

Indonesia”, https://media.neliti.com/media/publications/109433-1D-
pertanggungjawaban-pengganti-vicarious-l.pdf, diakses pada 29 Maret
2018

Hiariej, Eddy O. S, “Asas Legalitas dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia
yang Berat”, Disertasi, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta.

Peter Kasenda, “Dwifungsi Abri dalam Persepsi Elite Militer”,
https://www.scribd.com/doc/45659847/Dwifungsi-ABRI, diakses pada 14
Mei 2018

“Pius Sebut Perintah Penculikan Aktivis dari Berasal dari Pangab”,
http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/20/pius-sebut-
perintah-penculikan-aktivis-berasal-dari-pangab, diakses pada 5 April
2018.


http://www.bhataramedia.com/forum/contoh-kasus-pelanggaran-ham
https://www.kontras.org/buku/daftar%20istilah%20priok.pdf
https://lama.elsam.or.id/downloads/750617_05._ProgRep_5_Konstruksi_Pembuktian_Tanggungjawab_Komando.pdf
https://lama.elsam.or.id/downloads/750617_05._ProgRep_5_Konstruksi_Pembuktian_Tanggungjawab_Komando.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/109433-ID-pertanggungjawaban-pengganti-vicarious-l.pdf
https://media.neliti.com/media/publications/109433-ID-pertanggungjawaban-pengganti-vicarious-l.pdf
https://www.scribd.com/doc/45659847/Dwifungsi-ABRI
http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/20/pius-sebut-perintah-penculikan-aktivis-berasal-dari-pangab
http://www.tribunnews.com/pemilu-2014/2014/06/20/pius-sebut-perintah-penculikan-aktivis-berasal-dari-pangab

Pertanggungjawaban Pidana Komandan Bawah Kendali Operasi Terhadap Prajurit Tentara Nasional
Indonesia Yang Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
SAMUEL SANGAP H, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

Setiyono, Joko, 2010, “Pertanggungjawaban Komando (Command
Responsibility) Dalam Pelanggaran HAM Berat (Studi Kasus Kejahatan
Terhadap Kemanusiaan di  Indonesia)”, Disertasi, Universitas
Diponegoro, Semarang.

P.L.T Sihombing, 2004, Jurnal, “Pertanggungjawaban Komando”, Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia

“Tanggung Jawab Komando”, http://referensi.elsam.or.id/2014/09/tanggung-
jawab-komando/, diakses pada tanggal 4 Maret 2018

C. Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 Tentang Hukum Disipilin Prajurit
Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik
Indonesia Nomor 3703)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886)

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi
Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik
Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)

Undang-Undang Nomor Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional
Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 257,
Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5591)


http://referensi.elsam.or.id/2014/09/tanggung-jawab-komando/
http://referensi.elsam.or.id/2014/09/tanggung-jawab-komando/

Pertanggungjawaban Pidana Komandan Bawah Kendali Operasi Terhadap Prajurit Tentara Nasional
Indonesia Yang Melakukan Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
SAMUEL SANGAP H, Dr. Supriyadi, S.H., M.Hum

Universitas Gadjah Mada, 2018 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

UNIVERSITAS
GADJAH MADA

International Criminal Tribunal For The Former Yugolsavia Statute 1993.
International Criminal Tribunal For Rwanda Statute 1994

Rome Statute 1998.





